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ABSTRAK 

Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance 

  Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan 

 

Serlyanda Rieszky 

Program Studi Akuntansi 

Email: Serlyanda17@gmail.com 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan 

dana kelurahan dalam mewujudkan good governance di Kelurahan Binjai. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data 

anggaran realisasi dana kelurahan tahun 2023. Penelitian ini juga didukung dengan 

hasil wawancara yang dilakukan bersama pegawai kantor Kelurahan Binjai. 

 Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pada pengelolaan dana kelurahan di 

Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip good governance yang dimana 

pemerintah kelurahan melaksanakan transparansi kepada masyarakat dalam 

pengelolaan dana kelurahan dan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat 

dalam kegiatan musrenbang serta akuntabilitas dalam mengelola dana kelurahan. 

Kata Kunci : Good Governance dan Pengelolaan Dana Kelurahan 
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ABSTRACT 

Analysis of Village Fund Management in Realizing Good Governance in Binjai 

Village, Denai District, Medan City 

 

Serlyanda Rieszky  

Accounting Study Program  

Email : Serlyanda17@gmail.com 

 

 This study aims to determine and analyze the management of village funds 

in realizing goog governance in Binjai Village. The research method used is 

qualitative descriptive using budget data for the realization of village funds in 2023. 

This research is also supported by the results of interviews conducted with 

employees of the Binjai Village office. 

 The results of the research conducted on the management of village funds 

in Binjai Village have applied the principles of good governance where the village 

government implements transparency to the community in managing village funds 

and participatory by involving the community in musrenbang activities and 

accountability in managing village funds. 

Key Words : Good Governance and Village Fund Management 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 

2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sehingga aparat pemerintah 

diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan tugas dan wewenangnya 

dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Konsep tata kelola 

pemerintahan baik atau good governance, merupakan suatu bentuk rujukan yang 

digunakan untuk pengendalian aktivitas pemerintah, yang harus dilakukan sesuai 

dengan prosedur, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan 

terutama dalam pengelolaan alokasi dananya (Hutapea, 2022). Untuk mengelola 

keuangan suatu pemerintahan, ada bagian khusus yang disebut akuntansi. Proses 

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dikenal sebagai 

akuntansi. Proses ini memungkinkan pihak yang menggunakan informasi tersebut 

untuk melakukan penilaian pengambilan keputusan (Hanum, 2010). 

 Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang pembangunan sarana prasarana menyebutkan bahwa “Kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, 

bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan pada seluruh masyarakat 
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yang ada di kelurahan, yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program 

pemerintah yang tertuang dalam laporan penggunaan alokasi dana kelurahan”. 

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kecamatan menyebutkan 

bahwa “Alokasi Dana Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten atau Kota 

setidaknya sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus 

yang kemudian disalurkan kepada kelurahan”. Menurut (Harahap, 2011) “Dana 

Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan 

yang ada di daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 

desentralisasi”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 

Umum menyebutkan bahwa “DAU Tambahan merupakan dukungan pendanaan 

bagi kelurahan yang ada di daerah kabupaten atau kota yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pembangunan sarana 

prasarana dan pemberdayaan masyarakat”.   

 Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang 

merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas 

pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan 

pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat 

beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalan perencanaan pembangunan 

tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di 

wilayah kelurahan tersebut peran serta masyarakat juga menjadi hal penting 

terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang 

menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan terebut. Disamping itu 

sangat diperlukannya kerjasama yang bersifat baik antara aparatur kelurahan 
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dengan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana kelurahan 

jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat 

lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi 

masyarakat yang lebih berdaya. 

 Di indonesia gerbong reformasi juga telah bergerak mengubah arah sistem 

kepemerintahan yang terjadi pada bangsa indonesia, secara menyeluruh dan hampir 

pada semua aspek kehidupan bernegara (Saragih, 2014). Sehingga dengan adanya 

pelaksanaan sistem kepemerintahan yang baik (good governance) dapat 

membangun kemajuan dan menjaga ketertiban sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Menurut (Hafsah, 2015) “Pelaksanaan pemerintah dalam 

pembangunan di segala bidang yang ada, harus berlangsung secara bertahap dan 

bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya”.  

 Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya good 

governance disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya  

organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Sofian Effendi (2005) yang menyatakan 

salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak 

menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Pernyataan 

ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting di dalam 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik.  

 Untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan dana 

kelurahannya tentu sangat dibutuhkan peran dari apatur kelurahan sebagai pelaku 

administrasi dalam pengelolaan dana kelurahannya. Aparaturur kelurahan tentunya 

haruslah bersikap transparansi dan akuntabilitas sehingga dana kelurahan yang 
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digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal. Partisipasi 

masyarakat juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan dana kelurahan, sehingga dana yang digunakan dapat bermanfaat bagi 

seluruh masyarakat yang ada di kelurahan. 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binjai yang merupakan salah satu 

bagian dari Kccamatan Medan Denai. Seluruh pengelolaan dana untuk masyarakat 

Kelurahan Binjai melakukan koordinasikan langsung kepada Kecamatan Medan 

Denai. Dalam mengelolaan alokasi dana kelurahan sangat penting untuk kelancaran 

berbagai program kegiatan yang akan direalisasikan. 

 Pada Tahun Anggaran 2023 Kelurahan Binjai memiliki Anggaran Dana 

Kelurahan sebesar Rp 236.137.287 yang mana telah digunakan untuk pembangunan 

sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai yang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

Anggaran 2023 

No Uraian 
Anggaran Realisasi 

Capaian / 

Output 
Sisa 

Rp Rp % Rp 

1 2 3 4 5 6 

I Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :     

1 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 

Lapangan  
18.680.000 14.010.000 75% 4.670.000 

2 Pelatihan Menjahit dan Tata Rias 27.450.000 21.960.000 80% 5.490.000 

II Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :     

1 Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda 

Lingkungan XIV 
83.265.000 57.452.850 69% 25.812.150 

2 Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan 

XI 
73.200.000 53.436.000 73% 19.764.000 

3 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor  5.042.287 3.932.984 78% 1.109.303 

4 Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias 

Untuk Kegiatan Masyarakat 
28.500.000 23.370.000 82% 5.130.000 

Jumlah 236.137.287 174.161.834 76% 61.975.453 

 ( Sumber : Kelurahan Binjai ) 
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 Berdasarkan penelitian awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Binjai 

terdapat permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan alokasi anggaran dana 

Kelurahan Binjai terutama pada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang 

didistribusikan pada pelatihan menjahit dan tata rias yang masih mencapai 80%. 

Pada anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur yang didistribusikan ke tiap 

lingkungan masih mencapai 76%. Adapun pembangunan dan infrastruktur yang 

dilakukan yaitu Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV, 

Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI, Belanja Alat / Bahan Untuk 

Kegiatan Kantor. Serta program Pemberdayaan masyarakat yaitu Belanja Bahan 

Baku Menjahit dan Tata Rias Untuk Kegiatan Masyarakat (pelatihan menjahit dan 

tata rias).  

 Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan laporan alokasi 

anggaran dana kelurahan diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana Kelurahan 

Binjai tahun 2023 belum menerapkan prinsip good governance pada perencanan 

serta pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan belum sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan masih mencapai 76% sehingga masih menjadi pertanyaan 

bagaimana dengan sisa alokasi anggaran 24% dengan jumlah nominal Rp. 

61.975.453. Berdasarkan laporan alokasi dana kelurahan dapat disimpulkan belum 

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimana target realisasi harus 

diatas 80%. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat 

kelurahan binjai juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang 

belum berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan, tidak adanya 

transparansi dalam pengalokasian dana kelurahan. Fenomena ini dikuatkan dengan 
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tidak adanya pemaparan data anggaran pengalokasian dana kelurahan dimading, 

sehingga pada pengalokasian dana kelurahan di kelurahan binjai belum menerapkan 

prinsip good governance yang transparansi dan partisipasi masyarakat. 

 Adapun faktor-faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

pada Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai adalah untuk menganalisis 

pengelolaan keuangan dalam mewujudkan good governance. Karena peneliti ingin 

mengetahui dalam pengelolaan keuangan apakah adanya partisipasi masyarakat, 

transparasi dan akuntabilitas. Peneliti memilih meneliti mengenai program ini 

karena jika tata kelola keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip good governance 

tentu akan berdampak terhadap sistem pemerintahan serta terhadap kemajuan dari 

sistem tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan 

dari pengelolaan keuangan kelurahan tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel 

dan transparansi. Alasan lain penulis ingin meneliti di Kelurahan Binjai yaitu 

penulis menduga bahwa Kelurahan Binjai tidak transparansi. Maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai 

dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan 

Good Governance di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota 

Medan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini yaitu :  

1. Kelurahan Binjai belum bisa menerapkan prinsip good governance 

dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023. 
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2. Pengelolaan anggaran kelurahan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban belum sesuai 

dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada alokasi dana 

kelurahan binjai tahun anggaran 2023. 

3. Kelurahan Binjai masih memiliki sisa anggaran sebesar 24% dalam 

pengelolaan alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengelolaan dana kelurahan untuk mewujudkan good 

governance di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai tahun 

anggaran 2023 ? 

2. Apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan di kelurahan binjai sudah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 pada alokasi dana 

kelurahan tahun anggaran 2023?  

3. Bagaimana pengelolaan sisa anggaran 24% yang tidak terpakai dalam 

pengelolaan alokasi dana kelurahan binjai tahun angaran 2023? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian pada penelitian ini yaitu :  
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1. Untuk megetahui dan menganalisis pengelolaan dana kelurahan di 

kelurahan binjai tahun 2023 apakah sudah menerapkan prinsip good 

governance. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tahap pengelolaan 

dana kelurahan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 

2018 pada alokasi dana kelurahan binjai tahun anggran 2023. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sisa anggaran 

yang tidak terpakai dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di 

kelurahan binjai ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis, bagi akademisi, dan bagi pemerintahan. Berikut uraian manfaat penelitian 

yaitu : 

 1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis 

khususnya mengenai good governance dan analisis pengelolaan 

keuangan dana kelurahan dalam mewujudkan good governance di 

kelurahan Binjai. 

 2. Bagi Akademisi 

Agar menambah refrensi dan wawasan bagi peneliti lain yang akan 

melanjutkan penelitian mengenai good governance dalam pengelolan 

dana kelurahan. 
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 3. Bagi Pemerintahan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kelurahan Binjai dalam 

pengelolaan dana kelurahan guna mewujudkan good governance. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Uraian Teoritis 

 2.1.1 Good Governance 

 2.1.1.1 Pengertian Good Governance 

 Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan mengemukakan bahwa “Dasar hukum yang digunakan untuk 

meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah Undang 

Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang merupakan suatu bentuk upaya yang 

dilakukan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dengan 

adanya undang-undang ini, maka dapat menciptakan sistem kepemerintahan yang 

transparan dan efisien”. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000 juga 

mengemukakan bahwa “Good governance merupakan suatu kepemerintahan yang 

mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, 

transparansi, demokrasi dan partisipasi masyarakat, pelayanan prima, efisiensi dan 

efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 

 Konsep governance pada awalnya berkembang pada tahun 1990 ditandai 

dengan adanya cara pandang (point of view) yang baru terhadap peran pemerintah 

(government) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena begitu banyak yang 

mempunyai anggapan bahwa peranan pemerintah atau penguasa begitu besar 

terhadap kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat sehingga tidak adanya 

keluasaan dan ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Serta anggapan lainnya 
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bahwa pemerintah seolah-olah begitu mengetahui dan memahami apa yang 

diperlukan oleh masyarakat, sehingga begitu banyak kebijakan yang dibuat tanpa 

mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat sehingga hal tersebut bersifat 

top down serta masyarakat hanya bisa menerima sehingga mengakibatkan 

dukungan dari masyarakat menurun kepada pemerintah (Budiati, 2014:36).   

 Istilah governance tidak sama dengan government. Ganie-Rochman 

mengemukakan bahwa konsep “government” menunjuk pada suatu organisasi 

pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep 

“governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran 

berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat 

juga sangat luas. Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep 

governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government. 

Konsep governance lebih inklusif daripada government. Konsep government 

menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi 

(Negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah 

dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”. 

 Menurut Maryam (2016, hal. 4) “Good Governance adalah suatu kegiatan 

lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma 

yang berlaku untuk mewujudkan cita cita negara dengan kekuasaan dilakukan oleh 

rakyat yang telah diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang 

berkaitan dengan sosial-budaya, politik dan ekonomi”.  

 Menurut Yusniyar, Darwanis & Abdullah (2016, hal.106) menyebutkan 

bahwa “Good governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan dalam 

organisasi untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas suatu usaha dengan 
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tetap meperhatikan kepentingan publik yang berlandaskan undang-undang dan nilai 

etika”. 

 Menurut Hendra Kariangan (2017:40), Good governance merupakan suatu 

proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan stakeholder terhadap 

berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai 

macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi 

kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, 

persamaan, efisiensi dan transparansi. Menurut Sri Mulyani dkk (2017:194) Good 

governance merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara 

dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara. 

 Berdasarkan teori di atas yang di kemukakan oleh para ahli disimpulkan 

bahwa good governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik 

dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, 

sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya 

alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan 

menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan trasnparansi. 

 2.1.1.2 Prinsip Good Governance 

 Kunci utama untuk memahami good governance adalah pemahaman atas 

prinsip yang terletak di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah yang 

baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas 

politik, ekonomi, dan administrasi dilaksanakan dengan baik. Ketiga komponen 

good governance tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan 

kemitraan seperti ini biasannya baru dapat berkembang subur apabila prinsip good 

governance telah di terapkan dengan baik.  
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 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 juga 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip kepemerintahan yang baik (good 

governance) ialah sebagai berikut:  

1. Profesionalitas  

Dengan adamya prinsip profesionalitas maka bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar 

mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya 

terjangkau untuk masyarakat.  

2. Akuntabilitas  

Dengan adanya prinsip akuntabilitas maka bertujuan untuk meningkatkan 

rasa tanggungjawab para pengambil keputusan dan mempertimbangkan 

untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Dengan adanya prinsip 

akuntabilitas ini, merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang 

dilakukan pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

dengan menggunakan dana yang telah ditentukan.  

3. Transparansi  

Prinsip ini dijalankan untuk menciptakan kepercayaan yang timbal balik 

antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi yang 

dilakukan secara transparan dan memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat. Dengan 

adanya prinsip transparansi, maka pemerintah dapat terbuka kepada 

masyarakat terhadap seluruh dana yang telah digunakan untuk kepentingan 

bersama.  
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4. Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat  

Prinsip ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

menyampaikan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil untuk 

kepentingan seluruh masyarakat. Prinsip ini juga dijalankan dengan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap 

kegiatan yang akan dilakukan. Masyarakat juga berkesempatan untuk 

mengetahui terhadap seluruh penggelolaan anggaran yang telah digunakan.  

5. Pelayanan Prima  

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, 

kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan 

prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin untuk masyarakatnya.  

6. Efisiensi dan Efektivitas  

Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien 

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, dan 

dilakukan secara optimal dengan rasa tanggung jawab. Sehingga 

pemerintah dapat menggunakan anggarannya dengan efektif yang tepat 

sasaran dan dilakukan secara efisien dan sebaik mungkin dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

7. Supremasi Hukum  

Prinsip ini bertujuan agar pelayanan dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua 

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 



15 
 

 
 

 

 2.1.1.3 Indikator Good Governance 

 Menurut (Buyung, 2010) terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolak 

ukur penerapan dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) ialah sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas, adalah suatu bentuk kewajiban dalam melaporkan dan 

menjawab terhadap amanah yang diberikan untuk dipertanggungjawabkan 

atas kesuksesan maupun kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi 

kepemerintahan yang telah dilaksanakan secara periodik.  

2. Transparansi, adalah suatu prinsip keterbukaan dalam manajemen 

pemerintahan yang dianggap sebagai cara untuk membuka ruang berbagai 

hal dari aktivitas pemerintah, yang bertujuan untuk mengawasi setiap 

kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mudah. Transparansi pada 

umumnya dilakukan sebagai bentuk kejujuran pemerintah terhadap 

aktivitas yang dilakukan sehingga menghadirkan tata kelola pemerintah 

yang baik.  

3. Partisipasi, adalah suatu prinsip dalam penerapan pengambilan keputusan 

yang demokratis serta pengakuan dari hak asasi manusia, kebebasan pers 

dan mengemukakan pendapat ataupun aspirasi dari masyarakat. Partisipasi 

memiliki prinsip untuk menjamin dan menuntut masyarakat harus 

diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan 

dalam proses-proses kepemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan 

secara langsung maupun secara tidak langsung. 
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 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mewujudkan good governance dapat mudah dicapai dengan cara pemerintah 

menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang didukung dengan aktifnya 

campur tangan dari masyarakat, hingga bentuk dari akuntabilitas yang dipaparkan 

dalam bentuk laporan realisasi anggaran dan dilakukan dengan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat luas. 

 2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Good Governance 

 Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki beberapa 

hambatan dalam penerapannya, sehingga mewujudkan good governance belum 

dilaksanakan secara maksimal. Menurut (Dwiyanto, 2021) terdapat beberapa faktor 

yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip good governance yaitu: 

1. Partisipasi Masyarakat  

Tidak semua masyarakat dapat ikut dalam partisipasi penyelenggaraan 

pemerintah dikarenakan aktivitas masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan 

mereka masing-masing. Padahal pemerintah telah membuka ruang untuk 

terlibatnya masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.  

2. Sumber Daya Manusia  

Pelaksanaan tugas pemerintah tingkat kelurahan masi kurang maksimal, hal 

ini disebabkan oleh rendahnya latar belakang pendidikan aparatur 

pemerintahan kelurahan yang masih belum menempuh pendidikan S1 atau 

sastra satu. 

3. Kedisiplinan  

Kedisiplinan dari aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat belum dijalankan secara maksimal. Masih banyaknya 
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aparatur pemerintahan yang terlambat masuk kantor, hal ini menyebabkan 

terganggunya proses pemberian layanan kepada masyarakat.  

 Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan good 

governance terdapat beberapa hambatan yang terjadi, sehingga dalam mewujudkan 

good governance tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untuk mewujudkan good 

governance secara maksimal masyarakat perlu ikut berpartisipasi serta 

meningkatkan kedisiplinan dari aparatur pemerintah daerah. 

 2.1.2 Pengelolaan Dana Kelurahan 

 2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Kelurahan 

 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, 

menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari 

APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, 

bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 

maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat.  

 Dana kelurahan merupakan DAU tambahan yang dianggarkan oleh 

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan 

dikabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pada penjelasan Pasal 11 ayat (17) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa dukungan pendanaan bagi 
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kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada 

kelurahan melalui APBD. DAU tambahan kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara 

Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019.  

 2.1.2.2 Bentuk Pengelolaan Dana Kelurahan 

 Dana kelurahan digunakan sebagai biaya kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan 

pembangunan kelurahan dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat di 

Kelurahan. Kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang ada di 

Kelurahan harus terlibat dalam pelaksaan anggaran untuk pembangunan Kelurahan. 

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dipakai untuk biaya program dasar 

kelurahan yang bertujuan agar meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Program 

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yaitu : 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana lingkungan pemukiman yang meliputi:  

1) jaringan air minum;  

2) drainase dan selokan;  

3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;  

4) sumur resapan;  

5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;  

6) alat pemadam api ringan;  

7) pompa kebakaran portabel;  

8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau  

9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya 
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b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana transportasi yang meliputi:  

1) jalan pemukiman;  

2) jalan poros Kelurahan; dan/atau  

3) sarana prasarana transportasi lainnya.  

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana kesehatan yang meliputi:  

1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;  

2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau  

3) sarana prasarana kesehatan lainnya.  

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:  

1) taman bacaan masyarakat;  

2) bangunan pendidikan anak usia dini;  

3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau  

4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. 

 2.1.2.3 Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan 

 Adapun tahap pengelolaan dana kelurahan menurut Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, yaitu suatu bentuk menyusun perencanaan pembangunan 

kelurahan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan 

kota, dan disusun oleh camat atas usul lurah selaku kuasa pengguna 

anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  



20 
 

 
 

 

2. Pelaksanaan, yaitu suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan untuk kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan, dan melibatkan masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. 

Lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan 

keuangan pembantu dan menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di 

kelurahan untuk membantu proses pelaksanaan program pembangunan 

sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di 

kelurahan.  

3. Pengawasan, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota, dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Pertanggungjawaban, yaitu suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan 

oleh lurah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota melalui camat. 

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester pertama 

melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan 

realisasi kegiatan.  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tahap 

pengelolaan dana kelurahan terdiri dari perencanaan, pelaksanaaan yang dilakukan 

bersama masyarakat, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat 

kabupaten atau kota hingga bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
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lurah melalui camat yang disampaikan secara tepat waktu dalam bentuk laporan 

realisasi anggaran kelurahan. 

2.2 Kerangka Berpikir 

 Kelurahan merupakan dasar pemerintahan terkecil dalam suatu negara. 

Sehingga keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga bergantung terhadap 

partisipasi masyarakatnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

tersebut (Adan & Fernando, 2023). Penerapan prinsip good governance dapat 

dimulai dari pegawai pemerintah, sebagai pelaku administrasi dalam pengelolaan 

dana kelurahan yang diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi, sehingga pengelolaan dana kelurahannya dapat 

dijalankan secara efisien dan berdampak langsung untuk masyarakat luas.  

 Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap persiapan dan 

penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelaporan 

dan evaluasi. Dimana pengelolaan dana kelurahan meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dimana pada tahap 

Perencanaan pemerintah kelurahan menyusun perencanaan pembangunan 

kelurahan untuk memberikan keterkaitan dan kosistensi dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

 Kemudian pada tahap Pelaksanaan lurah selaku kuasa pengguna anggaran 

menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan pejabat pelaksana teknis 

kegiatan. Pada tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan 

oleh bendahara kelurahan, dimana bendahara kelurahan wajib 

mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran. Pada tahap 
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pengawasan dalam pelaksanaan dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat 

kabupaten atau kota, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   Dan pada tahap Pertanggungjawaban merupakan bentuk 

tanggung jawab yang dilakukan oleh lurah untuk menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota 

melalui camat. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester 

pertama melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan 

realisasi kegiatan. Dan pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah saja tetapi pemerintah juga 

harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana 

dana kelurahan tersebut dikelola karna pengelolaan dana kelurahan juga perlu 

adanya transparansi agar tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana kelurahan 

guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan 

Denai. 

 Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah maka pengelolaan keuangannya dapat 

dilaksanakan sesuai prinsip good governance diantaranya yaitu transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Pratama, 2021).  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir pada penelitian ini 

dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: 
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Gambar 2. I Kerangka Berpikir 

Pengawasan Pelaksanaan 

Kelurahan Binjai 

Pengelolaan Dana Kelurahan 

Perencanaan Pertanggungjawaban 

Permendagri No. 

130 Tahun 2018 

Good Governance 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu jenis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini dengan mengumpulkan, menganalisa data dan dihubungkan 

dengan fenomena yang terjadi pada Kelurahan Binjai.  

3.2 Definisi Operasional 

 3.2.1 Pengelolaan Dana Kelurahan 

 Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang 

dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi 

kelurahan dikabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. 

 Adapun tahap pengelolaan dana kelurahan menurut Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, yaitu menyusun perencanaan pembangunan kelurahan yang 

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, dan disusun 

oleh camat atas usul lurah selaku kuasa pengguna anggaran yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Pelaksanaan, yaitu suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan untuk kegiatan 
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pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan, dan melibatkan masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. 

Lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan 

keuangan pembantu dan menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di 

kelurahan untuk membantu proses pelaksanaan program pembangunan 20 

sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di 

kelurahan.  

3. Pengawasan, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota, dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Pertanggungjawaban, yaitu suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan 

oleh lurah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota melalui camat. 

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester pertama 

melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan 

realisasi kegiatan. 

 3.2.2 Good Governance 

 Operasional variabel yang digunakan pada good governance ialah sejalan 

dengan pendapat (Buyung, 2010) yang mengatakan bahwa dalam penerapan good 

governance terdapat beberapa indikator utama dalam penerapan pemerintahan yang 

baik (good governance) yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan yang disajikan dalam 

bentuk laporan realisasi anggaran kelurahan.  
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2. Transparansi dari sikap keterbukaan pemerintah kelurahan kepada 

masyarakat terhadap seluruh dana yang digunakan.  

3. Partisipasi masyarakat untuk bisa mengetahui penggunaan dana kelurahan. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota 

Medan di Jl. Raya Medan Tenggara No.276 dan waktu penelitian ini direncanakan 

mulai dari Bulan Oktober 2023 sampai Juni 2024. Berikut rincian kegiatan 

penelitian yang direncanakan: 

Tabel 3.1 

Rencana Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Oktober 

2023 

November 

2023 

Desember 

2023 

Januari 

2024 

Februari 

2024 

Maret 

2024 

April 

2024 

Mei 

2024 

Juni 

2024 

Juli 

2024 

1 Pengajuan Judul 
          

2 Pra Riset 
          

3 
Penyusunan 

Tugas Akhir 

          

4 
Bimbingan Tugas 

Akhir 

          

5 
Seminar Tugas 

Akhir 

          

6 
Pengumpulan 

Data 

          

7 
Penyusunan Hasil 

Penelitian 

          

8 Bimbingan Hasil 
          

9 
Sidang Meja 

Hijau 

          

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 3.4.1 Jenis Data 

 Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kata, skema dan gambar. Dalam penulisan ini data kualitatif berupa 
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wawancara atau informasi yang di anggap memberikan informasi yang relevan dan 

sebenarnya dilapangan mengenai good governance atas pengelolaan keuangan. 

 3.4.2 Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil secara 

 langsung dengan melakukan wawancara pada pihak terkait atau 

 narasumber seperti sekretaris kelurahan dan para staff kantor lainnya 

 yang ada di Kelurahan Binjai. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diporoleh melalui dakomen yang 

telah ada pada Kelurahan Binjai, buku-buku, jurnal / artikel terkait, 

website dan lainnya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara. Teknik 

wawancara yang penulis lakukan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhan dalam penelitian. 

Tabel 3.2 

Kisi – Kisi Wawancara 

No Keterangan Kisi – Kisi Wawancara 

1 Alokasi Dana Kelurahan 1. Perencanaan dengan menyusun rencana 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masyarakat yang melibatkan masyarakat. 

2. Pelaksanaan program kerja pembangunan sarana 

prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang 

melibatkan masyarakat. 

3. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi 

program kerja, dan diawasi oleh inspektorat 

kabupaten atau kota. 

4. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi 

dana anggaran kelurahan yang disampaikan oleh 

lurah kepada camat dilakukan tepat waktu. 
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2 Good Governance 1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan 

yang dibuat dalam bentuk laporan realisasi anggaran 

2. Transparansi keterbukaan kepada masyarakat 

terhadap seluruh dana yang digunakan. 

3. Partisipasi masyarakat untuk bisa mengetahui 

penggunaan dana kelurahan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu cara mengalisa, 

mendeskripsikan dan membandingkan data yang diperoleh dari tempat penelitian 

dengan teori yang digunakan sehingga mendapatkan informasi dan menarik 

kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan pada analisis diatas yaitu : 

1. Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber di Kelurahan 

Binjai. 

2. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan pada narasumber. 

3. Menganalisis hasil wawancara yang bertujuan agar peneliti mendapatkan 

hasil pembahasan yang lebih lanjut. 

4. Menarik Kesimpulan dari seluruh hasil wawancara yang dilakukan dengan 

narasumber untuk mengetahui apakah Kelurahan Binjai telah menjalankan 

prinsip good governance dalam pengelolaan dana kelurahan.  

5. Memberikan saran tentang prinsip good governance dalam pengelolaan 

dana kelurahan pada kelurahan Binjai yang bertujuan untuk memberikan 

solusi mewujudkan good governance. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

 Pada bab ini penulis akan menjabarkan seluruh hasil penelitin yang telah 

penulis temukan saat melakukan riset di lapangan, yang berguna untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Proses analisis data adalah 

bagian yang harus dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti dilakukan dengan 

wawancara. 

 Objek pada penelitian ini adalah Kelurahan Binjai. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penerapan good governance dalam alokasi dana 

kelurahan tahun anggaran 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di kelurahan 

binjai seperti laporan penggunaan alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 

2023, data pegawai kelurahan binjai, jumlah pegawai kelurahan binjai, struktur 

organisasi yang ada di kelurahan binjai, tugas dan fungsi tata kerja yang ada di 

kelurahan binjai.  

 Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara 29ersama Sekretaris 

Kelurahan Binjai, Bendahara Kelurahan Binjai serta Ketua PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Binjai. 
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4.2 Analisis Data 

 4.2.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

  Kelurahan Binjai menerapkan pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 

2023 sesuai dengan dengan aturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 

1. Tahap Perencanaan 

 Dalam tahap perencanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat dilakukan secara musrenbang yang di ikuti oleh tokoh 

masyarakat, tokoh agama, LPM dan kelompok masyarakat lainnya yang aktif di 

kelurahan binjai, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tersampaikan. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Khairul Arfan, A.Md selaku sekretaris 

kelurahan binjai melalui wawancara yang mengatakan bahwa  

“tahap perencanaan sudah dilakukan melalui kegiatan rutin Musyawarah 

Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Semua ikut berpartisipasi dan 

memberi usulan atau pendapat mulai dari Lurah, Ketua LPM, Kelompok 

Masyarakat atau POKMAS, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

atau PKK dan Kepala Lingkungan. Seluruh partisipan menyampaikan 

usulannya kemudian dilakukan pembagian tugas dan kerja masing-masing 

guna untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di 

Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Staf keuangan atau bendahara Kelurahan Binjai yaitu bapak Fakhri Isnan, 

A.Md juga menyampaikan pendapatnya melalui wawancara yang telah dilakukan 

dan mengatakan bahwa 

“Kelurahan Binjai sudah melakukan tahap perencanaan dalam pengelolaan 

dana kelurahannya, yang dilakukan bersama seluruh kelompok masyarakat 

yang aktif di kelurahan binjai melalui kegiatan musrenbang yang berisi 

pendapat dan saran masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam 

pembangunan sarana psarana dan pemberdayaan masyarakat”. 

(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 
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 Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan 

Binjai juga mengatakan bahwa 

“Kelurahan Binjai sudah mengundang Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala 

Lingkungan dan Kelompok Masyarakat yang aktif di kelurahan binjai pada 

proses perencanaan dalam pengelolaan dana kelurahan binjai yang 

dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang”. (wawancara dilakukan di 

Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

ada tahap perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai melalui 

musrenbang, yang dilakukan bersama Masyarakat, Ketua LPM, Ketua PKK dan 

Kelompok Masyarakat Kelurahan Binjai. Semua ikut berpendapat serta membahas 

rencana program yang akan dilaksanakan bersama masyarakat Kelurahan Binjai.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap Pelaksanaan. 

Dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan 

masyarakat sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sekitar. 

Kelurahan Binjai telah melaksanakan tahap pelaksanaan bersama masyarakat, yang 

dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana yang 

melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam proyek pembagunannya. Pada 

kegiatan pemberdayaan masyarakat juga telah dilaksanakan bersama masyarakat 

yang ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan 

menjahit dan tata rias bersama kader PKK dan masyarakat kelurahan binjai.  

 Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan 

Binjai mengatakan bahwa  

“Kelurahan Binjai sudah mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. 
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Pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias dilakukan bersama 

ketua PKK, Kader PKK serta Masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga yang 

berada di Kelurahan Binjai, seluruh peserta pelatihan mendapat 

pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan tersebut”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris  

Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa  

”Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasana sudah 

melibatkan Kelompok Masyarakat atau POKMAS Kelurahan Binjai dan 

dilaksanakan bersama masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai pekerja 

proyek pembangunan di kelurahan binjai. Pada kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, seluruh masyrakat kelurahan binjai diajak dalam melaksanakan 

pelatihan menjahit dan tata rias yang dilaksanakan bersama Ketua PKK, 

kader PKK dan masyarakat ibu-ibu kelurahan binjai ”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku 

Bendahara Kelurahan Binjai, melalui wawancara yang mengatakan bahwa  

“Kelurahan Binjai sudah mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan masyarakat ikut berpartisipasi sebagai 

pekerja dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan. Pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sukses digelar bersama ibu-ibu 

PKK serta masyarakat kelurahan binjai dalam kegiatan pelatihan menjahit 

dan tata rias”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 

2024) 

 

 Pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat, pastinya memiliki prioritas utama dalam pelaksanaan 

kegiatannya, sehingga pada pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan secara efektif 

dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.  

3. Tahap Pengawasan 

 Dalam tahap ini inspektorat kota Medan dan Kecamatan Denai ikut 

mengawasi dan memberi saran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana 
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prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dana yang digunakan 

dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan secara transparan. 

 Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku Bendahara 

Kelurahan Binjai mengatakan bahwa 

“Pada pelaksanaan kegiatan pembagunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai sudah diawasi oleh inspektorat 

kota medan dan kecamatan denai. Seluruh kegiatan diawasi melalui laporan 

penggunaan alokasi dana kelurahan yang telah saya tulis dan diketahui oleh 

lurah”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Hal yang serupa juga disampaikan bapak Khairul Arfan, A.Md selaku 

Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa  

“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasana dan 

pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai sudah diawasi oleh inspektorat 

kota Medan melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan. Pada 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masyarakat, lurah binjai ikut mengawasi secara langsung dengan terjun ke 

lapangan saat berlangsungnya kegiatan pembangunan”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Hal yang sama juga disampaikan ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK 

Kelurahan Binjai mengatakan bahwa  

“Kelurahan Binjai dalam penggunaan alokasi dana kelurahan sudah 

diketahui oleh kecamatan denai melalui laporan penggunaan alokasi dana 

kelurahan, sehingga semua dana yang direalisasikan sudah transparan 

sesuai dengan aturan yang berlaku”. (wawancara dilakukan di Kelurahan 

Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan 

bahwa pada tahap pengawasan sudah dilaksannkan oleh Kelurahan Binjai dan 

diawasi oleh Inspektorat Kota Medan dan Kecamatan Medan Denai yang 

disampaikan melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan yang dibuat oleh 
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Bendahara Kelurahan Binjai, sehingga seluruh penggunaan dana kelurahan yang 

telah terealisasi pada tahun 2023 sudah dijalankan secara transparansi sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

4. Tahap Pertanggungjawaban 

 Pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban merupakan bagian laporan 

penyelenggaraan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang 

telah dilaksanakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan 

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana psarana dan pemberdayaan 

masyarakat di kelurahan binjai. 

 Melalui wawancara yang dilakukan bersama bapak Khairul Arfan, A.Md 

selaku Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa  

“Pada tahap pertanggungjawaban disampaikan langsung oleh lurah binjai 

kepada camat medan denai. Bentuk pertanggungjawaban ini disampaikan 

dalam laporan penggunaan alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 

2023. Dalam tahap pertanggungjawaban ini kelurahan binjai menyampaikan 

laporan penggunaan dana kelurahan per triwulan kepada kecamatan medan 

denai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara yang dilakukan bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md 

selaku Bendahara Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa 

“Pada tahap pertanggungjawaban sudah disampaikan per triwulan oleh 

kelurahan binjai melalui laporan anggaran penggunaan dana kelurahan 

secara rinci sesuai dengan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan langsung oleh lurah 

binjai kepada camat medan denai. Laporan penggunaan dana kelurahan 

binjai juga dipaparkan kepada masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN yang 

dapat diakses oleh seluruh masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukan 

bahwa Kelurahan Binjai sudah mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan 
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dana kelurahannya melalui laporan alokasi dana kelurahan dan disampaikan 

langsung oleh Lurah Binjai per triwulan kepada Camat Medan Denai dan seluruh 

masyarakat kelurahan binjai. 

 4.2.2 Penerapan Prinsip Good Governance Di Kelurahan Binjai 

 Kelurahan Binjai menerapkan prinsip good governance sesuai dengan yang 

telah dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. 

 Menurut (Buyung, 2010) terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolak 

ukur penerapan dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. 

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Binjai 

 Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab 

pemerintah terhadap seluruh penggunaan sumber daya dan disampaikan langsung 

kepada masyarakat. Kelurahan Binjai sudah menrapkan prinsip akuntabilitas dalam 

bentuk laporan penggunaan alokasi dana kelurahan yang disampaikan langsung 

kepada kecamatan. Laporan penggunaan alokasi dana kelurahan juga disampaikan 

kepada kecamatan medan denai per triwulan. 

 Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku Bendahara 

Kelurahan Binjai mengatakan bahwa  

“Dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan binjai sudah akuntabilitas 

dan disampaikan kepada kecamatan medan denai per triwulan”. 

(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris 

Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa  

“Kelurahan binjai sudah akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan 

melalui laporan realisasi alokasi dana keluarahan binjai yang ditulis oleh 
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bendahara kelurahan dan diketahui oleh lurah”. (wawancara dilakukan di 

Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan 

Binjai juga mengatakan bahwa 

“Kelurahan binjai sudah akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan 

yang dapat dilihat dari terlaksananya berbagai kegiatan yang ada di 

kelurahan binjai dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat 

kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 

Mei 2024) 

 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa kelurahan binjai sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana kelurahannya yang dilakukan melalui pembuatan laporan realisasi alokasi 

dana kelurahan yang dibuat oleh Bendahara Kelurahan Binjai dan disampaikan oleh 

lurah kepada kecamatan. 

2. Penerapan Prinsip Transparansi Di Kelurahan Binjai 

 Penerapan prinsip transparansi diperuntukan agar masyarakat dapat ikut 

andil dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan. Penerapan 

prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik oleh Kelurahan Binjai dalam 

pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 yang penerapannya telah 

dilaksanakan secara transparansi melalui kegiatan Musrenbang atau Musyawarah 

Rencana Pembangunan yang diikuti oleh masyarakat. 

 Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris 

Kelurahan Binjai mengatakan bahwa  

“Dalam pelaksanaan musrenbang semua ikut berpendapat mulai dari Lurah, 

Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan Kelompok Masyarakat 

(POKMAS), seluruh partisipan menyampaikan pendapatnya kemudian di 

tentukan pembagian kerja masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di 
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kelurahan binjai. Oleh karena itu dalam kegiatan musrenbang semua 

dijelaskan secara detail dan rinci mulai dari tugas hingga biaya yang akan 

digunakan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 

2024) 

 

 Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku Bendahara 

Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa  

“Pada pengelolaan dana kelurahan sudah dilakukan secara transparan dan 

disampaikan melalui musrenbang. Pada pengelolaannya juga dilakukan 

pencatatan secara rinci mulai dari awal pelaksanaan program sampai 

dengan selesai, seluruh pencatatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

ada dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN”. 

(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan 

Binjai juga mengatakan bahwa 

“Kelurahan Binjai sudah transparan dalam pengelolaan dana kelurahannya 

yang penggunaan anggarannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan 

dapat diakses kapan saja melalui aplikasi SIPOLAN”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan bahwa Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip transparansi dalam 

pengelolaan dana kelurahannya melalui musrenbang dan pencatatan pengelolaan 

dana anggaran yang telah terealisasi dapat dilihat melalui aplikasi SIPOLAN. 

3. Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Binjai 

 Peranan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan sangat penting 

untuk memajukan kesejahteraan suatu kelurahan, terutama yaitu ekonomi suatu 

keluarahan, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam 

pengelolaan keuangan kelurahan. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat sudah 

dilakukan kelurahan binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun 2023, 
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penerapan ini dilakukan pada kegiatan musrenbang dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 

 Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris 

Kelurahan Binjai mengatakan bahwa 

“Pada pengelolaan dana kelurahan sudah disampaikan kepada masyarakat 

dan diketahui oleh Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan 

Kelompok Masyarakat melalui kegiatan musrenbang bersama masyarakat 

kelurahan binjai. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana 

masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pekerja dan ikut berpartisipasi 

sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat”. (wawancara 

dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku Bendahara 

Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa 

“Dalam pengelolaan dana kelurahan binjai sudah melibatkan masyarakat 

melalui musrenbang bersama Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan 

dan Kelompok Masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di 

Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan 

Binjai juga mengatakan bahwa  

“Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan binjai masyarakat 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias, yang 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan 

khususnya bagi ibu-ibu PKK yang hadir. Namun, dalam pelaksanaan 

kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias masih ada sebagian masyarakat 

yang tidak hadir dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing”. 

(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan maupun dalam pelaksanaan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai. 
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 4.2.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai  

 Pengelolaan Anggaran Dana Kelurahan Binjai digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masyarakat dan telah direalisasikan ke seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan 

Binjai. Lurah Binjai dan Organinasi Masyrakat seperti Kelompok Masyarakat 

(POKMAS), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kepala Lingkungan yang bertugas untuk 

menjalankan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan pemilihan 

prioritas dan disetujui bersama melalui kegiatan Musrenbang. Seluruh kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai telah direalisasikan menggunakan dana 

kelurahan tahun anggaran 2023. Berikut dana yang telah direalisasikan oleh 

Kelurahan Binjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

Anggaran 2023 

No Uraian 
Anggaran Realisasi 

Capaian / 

Output 
Sisa 

Rp Rp % Rp 

1 2 3 4 5 6 

I Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :     

1 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 

Lapangan  
18.680.000 14.010.000 75% 4.670.000 

2 Pelatihan Menjahit dan Tata Rias 27.450.000 21.960.000 80% 5.490.000 

II Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :     

1 Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda 

Lingkungan XIV 
83.265.000 57.452.850 69% 25.812.150 

2 Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan 

XI 
73.200.000 53.436.000 73% 19.764.000 

3 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor  5.042.287 3.932.984 78% 1.109.303 

4 Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias 

Untuk Kegiatan Masyarakat 
28.500.000 23.370.000 82% 5.130.000 

Jumlah 236.137.287 174.161.834 76% 61.975.453 

 ( Sumber : Kelurahan Binjai ) 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana 

Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 belum cukup efesien dengan mencapai 

76% yang belum sesuai dengan standar DPA atau Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran. Namun berdasarkan tabel diatas juga mengungkapkan bahwa kelurahan 

binjai terdapat sisa anggaran dana kelurahan tahun 2023 sebesar Rp61.975.453.  

 Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris 

kelurahan binjai mengatakan bahwa  

“Sisa anggaran dana kelurahan binjai tahun 2023 sudah dikembalikan dan 

disampaikan kepada kecamatan medan denai”. (wawancara dilakukan di 

Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnsn, A.Md selaku Bendahara 

kelurahan binjai juga mengatakan bahwa 

“Kelurahan binjai telah mengembalikan sisa anggaran dana kelurahan dan 

disampaikan kepada kecamatan. Sisa dana anggaran kelurahan binjai tahun 

2023 dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan”. 

(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukan 

bahwa pengelolaan sisa dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 sudah 

dikembalikan dan disampaikan kepada Kecamatan Medan Denai. Sisa pengelolaan 

dana kelurahan Binjai tahun 2023 dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah 

Kota Medan. 

4.3 Pembahasan 

 4.3.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

 Alokasi dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah 

satu bagian yang penting dari sebuah kelurahan sebagai penunjang untuk 

menjalankan program-program dari pemerintahan (Prabakti, 2021). Dalam 
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pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Binjai tahun anggaran 2023 sudah 

dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelurahan Binjai 

juga sudah menerapkan pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan aturan 

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa tahap pengelolaannya sebagai 

berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

 Dalam proses perencanaan kelurahan binjai sudah melaksanakannya 

bersama masyarakat melalui kegiatan musrenbang atau Musyawarah Rencana 

Pembangunan serta telah sesuai dengan Permendagri N0. 130 Tahun 2018. Pada 

hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Kelurahan Binjai melakukan kegiatan 

musrenbang bersama Lurah, Ketua LPM, Ketua PKK, POKMAS dan Kepala 

Lingkungan yang di Kelurahan Binjai dan mendiskusikan tentang rencana program 

kegiatan yang akan dilakukan untuk pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat. Agar seluruh usulan dari masyarakat didengar pasa saat 

dilakukannya musrenbang, maka ditentukanlah pembagian tugas dan kerja masing-

masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai. 

 Pada kegiatan musrenbang yang dilakukan oleh kelurahan binjai membahas 

mengenai rincian dana yang akan dipakai dalam melaksanakan seluruh kegiatan 

yang telah didiskusikan. Sehingga masyarakat mengetahui seluruh alokasi dana 

yang digunakan dalam kegiatan musrenbang tersebut. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

 Dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masyarakat, tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan dengan cara yang telah 

direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat. Oleh karena itu, dukungan 

dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ini. 

 Tahap pelaksanaan ini telah dilakukan oleh Kelurahan Binjai bersama 

dengan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana 

prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Ini terbukti dengan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di 

Kelurahan Binjai, seperti yang terlihat dalam perbaikan jalan dan pembangunan 

sarana prasarana di Kelurahan Binjaii bersama dengan POKMAS. Kelurahan Binjai 

telah melakukan berbagai kegiatan pembanguan sarana dengan sukses, termasuk 

pembetonan Jalan Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV, pembetonan Jalan 

Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI. Selain itu, Kelurahan Binjai juga melakukan 

program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 

Kelurahan Binjai mengajak Ketua PKK dan semua ibu rumah tangga di Kelurahan 

untuk berpartisipasi dalam pelatihan menjahit dan tata rias. Diharapkan ibu-ibu 

dapat memperoleh pengetahuan baru dan kreativitas melalui kegiatan ini. 

3. Tahap Pengawasan 

 Dalam proses pengelolaan dana kelurahan, tahap pengawasan adalah 

langkah yang memungkinkan pihak berwenang untuk memantau bagaimana dana 

digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 
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Ini memastikan agar masyarakat secara langsung melihat manfaat dari pengeluaran 

yang digunakan untuk program kegiatan yang dilaksanakan. 

 Di bawah pengawasan Inspektorat Kota Medan dan Kecamatan Medan 

Denai, Kelurahan Binjai membuat laporan tentang bagaimana dana kelurahan 

digunakan. Laporan ini ditulis langsung oleh Bendahara Kelurahan Binjai dan 

disetujui oleh Lurah Binjai. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kota Medan dan Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai menunjukkan 

pengelolaan dana kelurahannya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

melalui laporan realisasi dana kelurahan.  

 Selain itu, Lurah Binjai telah melaksanakan dengan baik tahap pengawasan 

ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana yang dimana lurah 

ikut mengawasi dan memantau langsung perkembangan proses pembanguanan. 

Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, Lurah Binjai telah hadir dan 

mengawasi pelatihan menjahit dan tata rias yang diselenggarakan di Kelurahan 

Binjai. 

4. Tahap Pertanggungjawaban 

 Pertanggungjawaban yang diberikan oleh lurah secara langsung kepada 

kecamatan dikenal sebagai tahap pertanggungjawaban. Pada titik ini, Kelurahan 

Binjai bertanggungjawab atas penggunaan dana kelurahannya kepada Camat 

Medan Denai melalui laporan SIPOLAN yang dikirimkan langsung ke Camat 

Medan Denai per triwulan. Selain itu, Kelurahan Binjai juga bertanggung jawab 

kepada masyarakatnya dengan menunjukkan hasil nyata dari pembangunan sarana 

prasaran dan pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN, yang dapat 
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diakses oleh seluruh masyarakat Kelurahan Binjai. Dengan demikian, semua orang 

di kelurahan dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kelurahan Binjai. 

 4.3.2 Penerapan Prinsip Good Governance Di Kelurahan Binjai 

 Good Governance adalah gagasan tentang tata kelola kepemerintahan yang 

menggunakan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat. Konsep ini menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan sektor 

swasta untuk menciptakan sistem kemeprintahan yang dapat diterima oleh semua 

orang. Good Governance dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang terjadi 

di suatu negara. 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000, 

Kelurahan Binjai telah menerapkan prinsip Good Governance dengan tiga indikator 

utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Binjai 

 Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang diberi wewenang untuk memerintah 

bertanggung jawab kepada yang memberi wewenang. Itu berarti bahwa mereka 

bertanggung jawab untuk menciptakan pengawasan dengan memberikan kekuasaan 

kepada berbagai lembaga pemerintah sehingga tidak ada kekuasaan yang terkumpul 

di satu tempat dan menciptakan keadaan di mana semua pihak saling mengawasi 

(Iswahyudi et al., 2016). 

 Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui Laporan 

Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2023, yang dibuat oleh 

Bendahara Kelurahan Binjai dan dikirim langsung kepada Camat Medan Denai 

melalui SIPOLAN. Laporan ini dikirim tepat waktu kepada Camat per triwulan. 

Kelurahan Binjai telah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas 
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seluruh penggunaan dana kelurahannya kepada masyarakat. Banyak kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana telah dilaksanakan 

dengan sukses di Kelurahan Binjai, salah satunya adalah pelatihan menjahit dan tata 

rias bersama Ketua PKK dan masyarakat Kelurahan Binjai. 

2. Penerapan Prinsip Transparansi Di Kelurahan Binjai 

 Konsep transparansi berarti bahwa setiap bagian dari proses 

penyelenggaraan harus terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip Good Governance telah diterapkan dalam hal 

transparansi (Darmi, 2016). Seluruh dana yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat jika prinsip taransparansi diterapkan. 

 Penerapan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik oleh 

Kelurahan Binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 yang 

penerapannya telah dilaksanakan secara transparansi melalui kegiatan Musrenbang 

atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang diikuti oleh Ketua LPM, Ketua 

PKK, POKMAS dan Kepala Lingkungan. Semua ikut berpartisipasi dalam diskusi 

dan menyampaikan keinginan mereka sehingga ada kesepakatan dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggaran yang akan digunakan untuk 

setiap kegiatan Musrenbang disampaikan, sehingga alokasi dana menjadi jelas dan 

masyarakat mengetahuinya. Selain itu, Kelurahan Binjai membuat Laporan 

Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2023, yang diawasi oleh 

Inspektorat Kota Medan dan disetujui oleh Kecamatan Medan Denai. Ini 

memastikan bahwa semua dana digunakan secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui hasil nyata dari berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh Kelurahan Binjai. 
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3. Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Binjai 

 Pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar 

belakang dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu dari banyak faktor yang harus 

diperhatikan agar pembangunan tersebut berhasil (Samad et al., 2019). Dalam 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan 

partisipasi masyarakat. 

 Kelurahan Binjaii telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proyek 

pembangunan sarana prasarana, masyarakat sekitar telah diundang untuk 

bergabung sebagai pekerja dalam proyek pembangunan jalan. Kelurahan Binjai 

juga mengundang POKMAS, sebuah lembaga masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayah Kelurahan Binjai. Selain 

melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Binjai juga 

mengadakan pelatihan menjahit dan tata rias bersama dengan masyarakat 

Kelurahan dan Ketua PKK. 

 4.3.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai  

 Kelurahan merupakan tumpuan akhir dalam suatu pemerintahan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar pada suatu perkotaan terkhusus 

dalam hal melayani (Anggela Putri, 2022). Kelurahan Binjai dalam pengelolaan 

dana kelurahan tahun anggaran 2023 belum cukup efesien yang dimana masih 

mencapai 76% dan yang belum sesuai dengan standar DPA atau Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. Pelaksanaan pembangunan sarana prasana dan 

pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan Kelurahan Binjai bersama 
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua PKK, Kelompok Masyarakat dan 

Kepala Lingkungan. Seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan alokasi dana 

kelurahn. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sisa anggaran sebesar 

Rp61.975.453. pada tahun anggaran 2023. Melalui wawancara yang telah dilakukan 

peneliti dapat disimpulkan bahwa sisa dana kelurahan tahun anggaran 2023 sudah 

dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan dan disampaikan 

kepada Kecamatan Medan Denai. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 telah 

dijalankan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 

yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan 

dan tahap pertanggungjawaban. Namun, dana anggaran yang digunakan 

oleh Kelurahan Binjai belum efesien dan masih banyak terdapat sisa 

anggaran yang belum terealisasikan dengan optimal. 

2. Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip good governance sesuai dengan 

peraturan pemerintah nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000. Pada penerapannya 

terdapat tiga indikator utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan 

Partisipasi Masyarakat. Dalam ketiga indikator tersebut, Kelurahan Binjai 

sudah menjalannya secara tepat yang dilakukan dengan kegiatan 

Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG). 

3. Pengelolaan Sisa Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 

telah dikembalikan dan dilaporkan kepada Kecamatan Denai. Sisa Dana 

Anggaran Kelurahan Binjai dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah 

Kota Medan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka saran dari 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kelurahan Binjai memastikan bahwa semua orang dapat 

mengetahui informasi terbaru tentang kegiatan yang akan dilakukan, 

Kelurahan Binjai harus lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan 

kepala lingkungannya. Masyarakat juga harus lebih banyak berpartisipasi 

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana 

prasarana yang dilakukan oleh Kelurahan Binjai. 

2. Diharapkan Kelurahan Binjai membuat mading untuk laporan realisasi 

anggaran agar seluruh masyarakat mudah mengetahui seluruh dana yang 

digunakan, dikarenakan laporan realisasi yang telah di unggah pada aplikasi 

SIPOLAN tidak semua masyarakat mengerti dan paham cara untuk 

mengakases aplikasi tersebut. 

3. Setelah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masyarakat selesai, Kelurahan Binjai diharapkan dapat melakukan evaluasi 

bersama Ketua LPM, Ketua PKK, dan masyarakat untuk memastikan bahwa 

kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan lebih baik kedepannya 

dan dapat menggunakan dana anggarannya dengan lebih optimal. 
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LAMPIRAN 

PROFIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Kelurahan Binjai 

 Kantor Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai terletak di Jl. Raya 

Menteng No.276 Kota Medan dan Kantor Kelurahan Binjai Kecamatan Medan 

Denai telah menempati bangunan permanen.  

 Kelurahan Binjai merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan 

Kecamatan Medan Denai. Kelurahan Binjai memiliki luas 414,5 Ha, ini menjadi 

kelurahan terluas di Kecamatan Medan Denai. Kelurahan Binjai Kecamatan Medan 

Denai memiliki 20 Lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tegal Sari Mandala III 

➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota 

➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Medan Tenggara 

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan jumlah penduduk kelurahan 

binjai pada tahun 2023 sebanyak 51.478, sedangkan pada tahun 2024 bertambah 

menjadi 53.720 yang terdiri dari 14.916 kepala keluarga, yang terdiri dari 27.511 

jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 26.209 jiwa berjenis kelamin perempuan. 

Masyarakat kelurahan binjai didominasi dengan penduduk berjenis kelamin laki-

laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang ada di kelurahan binjai. 

 

 



 

 
 

 

2. Struktur Organisasi Kelurahan Binjai 

 

 

 



 

 
 

 

 

3. Jumlah Pegawai Kelurahan Binjai 

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Golongan 

No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan 

1 Penata Tk. I(III/d) 2 Orang 

Lurah Binjai 

Kasi Pembangunan 

2 Penata (III/c) 2 Orang 

Kasi Pemerintahan 

Kasi Tantrib Umum 

3 Penata Muda Tk. I (III/b) 1 Orang Sekretaris 

4 Penata Muda (III/a) 1 Orang Adminitrasi Umum 

5 Pengatur/ II.c 1 Orang Bendahara 

Jumlah 7 Orang 

 (Sumber : Kelurahan Binjai) 

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Jenis Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 S-1 4 Orang 

Lurah Binjai 

Kasi Pemerintahan 

Kasi Pembangunan 

Kasi Tantrib Umum 

2 D3 2 Orang 

Sekretaris 

Bendahara 

3 SMA 1 Orang Administrasi Umum 

Jumlah 7 Orang 

  (Sumber : Kelurahan Binjai) 



 

 
 

 

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Jabatan 

No Jenis Jabatan Jumlah 

1 Lurah Binjai  1 Orang 

2 Sekretaris 1 Orang 

3 Bendahara 1 Orang 

4 Administrasi Umum 1 Orang 

5 Kasi Pemerintahan  1 Orang 

6 Kasi Tantrib Umum 1 Orang 

7 Kasi Pembangunan 1 Orang 

Jumlah 7 Orang 

   (Sumber : Kelurahan Binjai) 

4. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 

Tabel 1.1 

Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

Anggaran 2023 

No Uraian 
Anggaran Realisasi 

Capaian / 

Output 
Sisa 

Rp Rp % Rp 

1 2 3 4 5 6 

I Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :     

1 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 

Lapangan  
18.680.000 14.010.000 75% 4.670.000 

2 Pelatihan Menjahit dan Tata Rias 27.450.000 21.960.000 80% 5.490.000 

II Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :     

1 Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda 

Lingkungan XIV 
83.265.000 57.452.850 69% 25.812.150 

2 Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan 

XI 
73.200.000 53.436.000 73% 19.764.000 

3 Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor  5.042.287 3.932.984 78% 1.109.303 

4 Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias 

Untuk Kegiatan Masyarakat 
28.500.000 23.370.000 82% 5.130.000 

Jumlah 236.137.287 174.161.834 76% 61.975.453 

 ( Sumber : Kelurahan Binjai ) 

 

 

 



 

 
 

 

5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

HASIL WAWANCARA 

Daftar Wawancara Tentang Penerapan Good Governance Di  

Kelurahan Binjai 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip 

good governance?  

Sudah, kami sudah melakukan Musyawarah 

Rencana Pembangunan secara transparansi, 

akuntabilitas serta melibatkan masyarakat  di 

Kelurahan Binjai sesuai dengan prinsip good 

governance . 

2.  Bagaimana proses perencanaan awal kerja kegiatan 

pembangununan sarana prasarana dan 

pemberdayaan di Kelurahan Binjai?  

Perencanaan awal dilakukan secara musrenbang 

yang melibatkan Lurah, Kepala Lingkungan 

serta Pokmas (Kelompok Masyarakat) setiap 

bulan Februari tahun berjalan. 

3.  Apa yang dilakukan dalam musyawarah pembuatan 

rencana kerja Kelurahan Binjai?  

Semua ikut berpendapat dan meyampaikan 

usulan terkait pemberdayaan masyarakat dari 

warga sekitar. 

4.  Apakah masyarakat ikut terlibat dalam proses 

pembuatan rencana kerja Kelurahan Binjai?  

Ya, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan 

rencana kerja melalui musrenbang. 

5.  Bagaimana cara menentukan prioritas dalam 

pembuatan rencana kerja Kelurahan Binjai?  

Mengadakan acara Musyawarah Kelurahan 

(MUSKEL) di Aula Kantor kelurahan Binjai 

guna untuk menentukan prioritas pembuatan 

rencana kerja. 

6.  Apakah organisasi kemasyarakatan ikut 

berpartisipasi dalam pembangununan sarana 

prasarana dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan Binjai?  

Ya, dalam kegiatan musrenbang kami turut 

mengundang Ormas Pemuda Pancasila, Karang 

Taruna, Bappera dan Ormas lainnya yang aktif di 

Kelurahan Binjai 

7.  Bagaimana Kelurahan Binjai menginformasikan 

program kerja yang akan dilaksanakan?  

Kelurahan Binjai menginformasikan program 

kerja yang akan dilaksanakan melalui kegiatan 

rutin musrenbang kelurahan.  

8.  Manfaat apa saja yang dapat dirasakan masyarakat 

melalui program kerja yang telah dilaksanakan oleh 

Kelurahan Binjai?  

Manfaat yang dirasakan masyarakat Kelurahan 

Binjai yaitu teratasinya banjir, terselenggaranya 

pembangunan sarana dan prasarana dan 

bertambahnya pengetahuan serta keterampilan 

masyarakat melalu kegiatan pelatihan 

pemberdayaan masyarakat. 

9.  Bagaimana Kelurahan Binjai menginformasikan 

program kerja yang telah dilaksanakan?  

Kelurahan Binjai menginformasikan program 

kerja yang telah dilaksanakan dengan cara 

mengisi Laporan Realisasi Anggaran melali 

aplikasi SIPOLAN yang dapat di akses oleh 

seluruh masyarakat. 

10.  Bagaimana cara agar program kerja yang dijalankan 

di Kelurahan Binjai dapat terealisasikan dengan 

baik?  

Cara agar program kerja dapat terealisasi dengan 

baik yaitu dengan mengikuti pedoman petunjuk 

teknis yang dikeluarkan oleh bapak walikota 

setiap tahunnya melalui Peraturan Walikota 

Medan (PERWAL). 

 

 

 

 



 

 
 

 

Daftar Wawancara Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai 

Tahun Anggaran 2023 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah pengelolaan dana Kelurahan Binjai sudah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 

2018?  

Sudah, kami telah menjalankan pengelolaan dana 

kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 

130 tahun 2018. 

2.  Apakah masyarakat mengetahui anggaran yang 

digunakan untuk program kerja yang dijalankan oleh 

Kelurahan Binjai?  

Iya, masyarakat ikut mengawasi dan memberi 

saran pada kegiatan musrenbang. 

3.  Apakah inspektorat kota medan ikut mengawasi 

dalam pengelolan dana Kelurahan Binjai?  

Iya, Inspektorat Kota Medan ikut mengawasi 

dalam pengelolaan dana kelurahan, seluruh 

pengelolaan dana dipaparkan melalui kegiatan 

musrenbang kelurahan setiap tahunnya. 

4.  Bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai?  

Masyarakat ikut menjadi pelaksana dan 

pengawas kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat dengan membentuk 

Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan 

Binjai 

5.  Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program kerja pembangunan sarana pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan Binjai?  

Semua sudah dijalankan dengan baik, dan sejauh 

ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan program 

kerja pembangunan sarana pemberdayaan 

masyarakat. 

6.  Apakah kecamatan medan denai ikut mengawasi 

kegiatan pembangunan sarana pemberdayaan 

masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan 

Binjai?  

Iya, Kecamatan Medan Denai ikut mengawasi 

serta mengetahui kegiatan pembangunan sarana  

prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 

Kelurahan Binjai juga melaporkan secara 

langsung laporan SIPOLAN kepada Camat 

Medan Denai Per Triwulan. 

7.  Apakah laporan realisasi anggaran Kelurahan Binjai 

sudah disampaikan tepat waktu kepada kecamatan 

medan denai?  

Ya, seluruh laporan realiasai anggaran sudah 

dilaporkan kepada Camat Medan Denai Per 

Triwulan. 

8.  Apakah dana yang disampaikan Kelurahan Binjai 

sudah transparan dan diketahui masyarakat?  

Ya, sudah disampaikan secara transparansi dan 

seluruh masyarakat Kelurahan Binjai dapat 

mengaksesnya melalui aplikasi SIPOLAN. 

9.  Bagaimana proses pencacatan dalam laporan 

realisasi penggunaan dana keluarhan binjai?  

Pada proses pencatatan dalam laporan realisasi 

penggunaan dana dibuat laporan manual 

berjenjang dengan excel, kemudian melalui 

laporan aplikasi SIPOLAN dan terakhir laporan 

penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD 

RI. 

10.  Bagaimana pengelolaan sisa dana Kelurahan Binjai 

pada tahun 2023?  

Sisa dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023  

dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah 

Kota Medan. 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 


